PENGUATAN CIVIL SOCIETY DALAM MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

DI ERA OTONOMI DAERAH

Hetifah Sj Sumarto, PhD
Bandung Trust Advisory Group (B-Trust)

Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik 

Salah satu alasan diterapkannya otonomi daerah adalah agar pelayanan publik yang diberikan oleh negara dapat berlangsung secara lebih efisien dan tepat sasaran. Mandat otonomi daerah seperti tersebut di atas  menuntut pra-kondisi tertentu antara lain adanya partisipasi aktif dari civil society. Melalui civil society yang aktif dan cergas, artikulasi warga untuk menyatakan kebutuhannya akan bertambah kuat dan dengan demikian peluang untuk membangun pelayanan publik yang lebih bertanggung jawab akan lebih besar. Penguatan civil society dengan demikian menjadi satu gagasan fundamental untuk menghasilkan perubahan yang berkesinambungan dalam proses tata kepemerintahan dan pengambilan keputusan di daerah.
Setelah lima tahun Otonomi Daerah berlangsung, sudah cukup banyak reformasi dan perubahan yang terjadi. Contoh-contoh kongkrit tentang program-program inovatif untuk meningkatkan partisipasi maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik belakangan ini menjadi  lebih mudah diperoleh. Berbagai inisiatif baru dalam penyaluran pelayanan dasar, peningkatan kapasitas warga, pelaksanaan proyek-proyek untuk mengentaskan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, penyederhanaan perijinan, dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pelayanan publik dapat ditemukan di berbagai daerah. Namun demikian, para pejuang reformasi beranggapan bahwa kemajuan yang disebutkan itu barulah tanda-tanda awal perubahan yang belum ada jaminannya apakah akan sukses (dalam arti mencapai hasil akhir yang diharapkan), dan apakah akan berkelanjutan atau tidak.  
Tulisan ini akan mengemukakan situasi yang dihadapi gerakan civil society untuk mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik belakangan ini, dilanjutkan dengan beberapa gagasan untuk menstimulasi diskusi yang diharapkan dapat memandu dan memotivasi kita semua untuk lebih terlibat dalam proses transformasi menuju desentralisasi yang bermakna. 
Partisipasi vs Kualitas Pelayanan Publik
Ada beberapa inovasi yang menjadi sangat dikenal karena memberikan pelajaran-pelajaran yang menarik yang bisa menjadi bahan bagi berbagai daerah yang berniat untuk mereformasi diri.  Pengalaman Kabupaten Jembrana, misalnya, menjadi best practice yang banyak dijadikan acuan oleh berbagai daerah yang ingin melakukan perbaikan kualitas pelayanan publiknya. Pemerintah Daerah Jembrana diakui oleh banyak pihak telah berhasil melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam tubuh birokrasinya dan dalam proses pelayanan publiknya, yang pada akhirnya menguntungkan  rakyat yang miskin.  Inovasi yang diterapkan di Jembrana merupakan inovasi yang dikendalikan oleh kelapa daerahnya, dan tidak secara langsung berkorelasi dengan partisipasi. Maka orang mulai mempertanyakan keberlanjutannya manakala terjadi perubahan kepemimpinan. Demikian pula pengalaman Kota tetangga Sragen dalam menyederhanakan proses perijinan, sering dijadikan contoh oleh kota-kota lain. Perbaikan pelayanan satu atap di kota ini sama sekali tidak terkait dengan tingkat partisipasi warga, namun tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh warga. Muncullah pertanyaan sejauh mana sebetulnya partisipasi memang diperlukan untuk mendorong proses reformasi di daerah?
Bicara tentang partisipasi, sebetulnya sudah cukup banyak best practice yang ditemui dalam membangun ruang dan mekanisme partisipasi warga--seperti juga yang telah berlangsung di Kota Solo selama lima tahun belakangan ini. Namun rupanya pengalaman partisipasi ini dianggap belum memberikan cukup banyak bukti kongkrit akan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik dan keadilan sosial bagi warga khususnya mereka yang miskin.  Berdasarkan studi yang dilakukan penulis, karakter partisipasi yang telah berlangsung di banyak kota di Indonesia masih pada tataran sebagai berikut:
· Tidak semua peraturan yang mendorong partisipasi memiliki daya paksa untuk mengubah atau dapat diterapkan.

· Partisipasi masih berada di tataran kebijakan yang aman seperti perencanaan, tetapi masih sangat terbatas di proses penganggaran. 

· Fungsi partisipasi lebih untuk mengemukakan keinginan dan kebutuhan lokal belum pada mengontrol sumber daya. 

· Peluang dan keuntungan dari partisipasi lebih banyak ditangkap dan dinikmati oleh pemimpin lokal, elit dan para oportunis. 

· Metode dan teknik partisipasi yang digunakan sedang mengalami proses involusi. 

· Inisiatif perubahan di daerah lebih banyak yang bersifat top-down,  yang berasal serta tergantung pada kekuatan dan komitmen pengambil keputusan teratas di pemerintah lokal ketimbang inisiatif yang bersifat bottom-up dari komunitas.  

· Civil society menunjukkan kelemahan dalam berkoalisi dan berjejaring, yang dalam banyak kasus telah mengurangi daya tekan advokasi yang dilakukan.

· Informasi tentang suatu inisiatif yang partisipatoris kebanyakan bersifat permukaan sehingga tidak mudah untuk direplikasi. 

· Banyaknya inovasi untuk mendorong partisipasi mencoba melakukan proses scaling out atau scaling-up namun upaya ini sering tersumbat dan tidak berkelanjutan.

       Sumber: Hetifah Sj Sumarto, et.all., Lessons Learned from Innovative Practices of Civic Engagement in Local Governance in Indonesia, LGSP, 2006 (forthcoming report).  

Melihat situasi ini, maka tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah untuk menciptakan inovasi yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara partisipasi dengan kualitas pelayanan publik. Kota Solo, sejauh pengamatan penulis memiliki potensi terbesar dalam menciptakan model pelayanan publik yang partisipatif dan sekaligus berkeadilan. Solo sangat potensial untuk dikembangkan menjadi daerah dengan image dimana partisipasi yang kreatif dan dinamis akan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik yang sejati. 
Hubungan Civil Society dan Pemerintah Daerah: Kasus Penanganan Masalah Pedagang Kaki Lima (PKL) 

Kasus bagaimana Kota Solo merespons masalah PKL bisa menjadi ilustrasi yang menarik tentang pengaruh civil society terhadap formulasi suatu kebijakan yang spesifik. Seperti diketahui sudah bertahun-tahun sejak desentralisasi digulirkan kelompok-kelompok PKL di Kota Solo yang terorganisir dalam berbagai organisasi melakukan berbagai cara dan upaya untuk melakukan proses advokasi dalam mendorong komitmen pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk mengembangkan sektor ini. Di masa lampau, pemerintah daerah lebih memilih cara-cara represif untuk menyelesaikan masalah PKL. 
Serangkaian aksi dari mulai demonstrasi, konsultasi, public hearing, dan aktivitas lain dilakukan oleh organisasi PKL dengan memanfaatkan mekanisme formal untuk berpartisipasi. Organisasi komunitas PKL menjalankan peran sebagai pengumpul informasi tentang jumlah PKL, lokasi, organisasi yang eksis, maupun masalah yang dihadapi. Selain itu organisasi menjadi alat amplifikasi yang cukup efektif untuk menuntut keadilan. Organisasi civil society lain juga mendukung gerakan PKL antara lain dengan membantu memformulasikan alternatif Perda tentang PKL. Organisasi PKL di Kota Solo ikut aktif dalam berbagai forum partisipatif seperti CDS maupun Musrenbang. 
Gagal memanfaatkan mekanisme formal yang ada untuk merubah Perda yang dianggap kurang memihak pada kepentingan PKL, organisasi PKL juga memanfaatkan saluran-saluran informal untuk mempengaruhi eksekutif maupun legislatif. Sampai saat ini Perda memang belum berubah, namun dari perjalanan dan interaksi yang panjang, kesepakatan-kesepakatan tentang bagaimana PKL dikelola dapat dicapai. Berbagai kompromi telah berlangsung dan tentu saja memberikan keuntungan bagi semua belah pihak. 
Pengalaman relokasi PKL Banjarsari merupakan satu contoh yang bisa menjadi ilustrasi bagaimana interaksi pemerintah daerah dan civil society dalam proses pengambilan keputusan berlangsung. Kasus ini mencerminkan kombinasi aktivisme civil society untuk mempengaruhi keputusan publik dengan sensitivitas pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang berkeadilan.  Pengalaman ini hendaknya diapresiasi sebagai keberhasilan Kota Solo dalam menerapkan konsep partisipasi civil society   dalam proses governance. Bagaimana agar ke depan civil society di Kota Solo dapat memaksimalkan apa yang telah diraihnya dan apa lagi yang bisa dilakukan ke depan untuk mempertahankan dan bahkan mengembangkannya? 
Gagasan Kota Solo Menjadi Pusat Inovasi Pelayanan Publik yang Partisipatif  
Ada beberapa situasi yang membuat Solo ke depan berpotensi menjadi pusat inovasi dalam pelayanan publik yang partisipatif dan prima sekaligus. Konstelasi sosial politik di Kota Solo satu tahun terakhir ini menunjukkan adanya  (1) Pemerintahan yang terbuka, sensitif, dan memiliki spirit enterpreneurship (2) Civil society yang capable dan dinamis. Ini adalah preskripsi yang sangat sulit ditemui di kota-kota lainnya. 

Civil society di kota solo memiliki beberapa kekuatan dalam hal jumlahnya yang sangat besar, bervariasi (dari yang paling radikal hingga yang moderat), dan memiliki grassroots base. Dalam hal kapabilitasnya, civil society sangat memahami permasalahan dan mampu mengartikulasikannya, berpengalaman dalam melakukan komunikasi politik, trampil memobilisasi diri, berpengalaman merumuskan agenda aksi, maupun menjalin networking. Cukup banyak organisasi civil society di Kota Solo yang berhasil membangun kredibilitas dan track record dari pengalaman panjang sehingga mampu meraih kepercayaan dari berbagai pihak termasuk  pemerintah daerah maupun lembaga donor. Sementara sejarah politik di Kota Solo membuat kelompok-kelompok masyarakat marjinal  menjadi bagian yang sangat penting dalam dinamika civil societynya. Civil society di Solo juga sangat dikenal piawai dalam membangun koalisi lintas organisasi yang seringkali melibatkan berbagai komponen baik LSM, perguruan tinggi maupun organisasi rakyat di dalamnya. 
Berdasarkan pengamatan penulis, pada dasarnya civil society di Kota Solo sudah menunjukkan kapabilitas, pengalaman dan pengetahuan yang memadai.  Dalam proses governance, civil society di Solo telah menjalankan lima fungsi sekaligus yaitu sebagai:  (1) pengawas (2) advokat (3) konsultan (4) fasilitator, dan (5) katalis inovasi. Dan yang menarik, pengetahuan dan ketrampilan civil society di Kota Solo justru merupakan hasil akumulasi dari  praktek dan pembelajaran langsung ketika mereka berpartisipasi.  Hasil studi  menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Indonesia, civil society di kota Solo termasuk yang paling siap dan berpengalaman untuk melakukan interaksi maupun partnerships dengan negara. 

Kenyataannya, tentu situasi dalam tubuh civil society juga memiliki dinamika tersendiri. Gerakan civil society di Kota Solo bukannya tidak mengalami komplikasi seperti persaingan, perpecahan, pencaplokan oleh kepentingan tertentu, pembelokan tujuan, dan lain sebagainya. Tidak jarang komplikasi ini disebabkan oleh intervensi pihak luar. Banyak faktor kegagalan dari gerakan civil society di Kota Solo merupakan akibat dari ketidakmampuan internalnya untuk mengelola perbedaan dan konflik, maupun akibat dari faktor eksternal.
Belum meratanya persepsi akan pentingnya partnerships dengan civil society di seluruh jajaran birokrasi maupun legislatif menjadi salah satu hambatan eksternal yang dihadapi civil society di Kota Solo. Diadopsinya mekanisme baru dalam proses perencanaan dan penganggaran partisipatif tidak berarti telah mentransformasi seluruh aparat pemerintah daerah menjadi pemerintahan yang partisipatoris. Oleh sebab itu, antusiasme, inisiatif, dan inovasi yang diperlihatkan civil society untuk melibatkan diri tidak jarang ditanggapi secara tidak simpatik atau bahkan dihadapi dengan resistensi terbuka dan sikap defensif. Jika partisipasi yang murni terus menerus diabaikan, antusiasme civil society ini suatu waktu bisa menurun atau berkembang menjadi frustasi atau enerji yang tidak terkendali. 
Penguatan Civil Society: Beberapa Agenda ke Depan 
Untuk menjalankan fungsinya dengan baik, civil society memerlukan kapasitas untuk mempenetrasi, mengakses, membangun hubungan dan mempengaruhi lembaga-lembaga pengambilan keputusan di eksekutif maupun legislatif. Untuk itu civil society perlu mempelajari dan memahami dinamika dalam tubuh birokrasi, proses pengambilan keputusan, serta metode dan teknik-teknik untuk melaksanakan fungsinya misalnya teknik melakukan pertemuan-pertemuan partisipatif untuk menggali masalah, teknik penentuan prioritas, teknik monitoring, dan lain sebagainya. Selain itu, civil society di Kota Solo membutuhkan legal basis yang memberinya mandat untuk berperan secara lebih efektif. 

Selain peningkatan kapasitas tersebut, tantangan yang dihadapi oleh gerakan civil society di Kota Solo adalah bagaimana memaksimalkan formal venues dan mekanisme partisipasi yang sudah tersedia. Saat ini Forum perencanaan dan  penganggaran maupun forum dialog dan forum deliberatif lainnya masih underutilized. Yang bisa dilakukan adalah menciptakan kreasi baru untuk memberi isi kepada wadah yang sudah ada sehingga bisa menghasilkan suatu sajian yang nikmat dan bermanfaat. Mekanisme dan wadah partisipasi formal ini juga bisa dilengkapi dengan interaksi yang bersifat informal. Berbagai cara masih perlu diciptakan sehingga isu dan tuntutan warga bisa tersampaikan dan dijadikan agenda dalam pengambilan keputusan publik.
Untuk menciptakan mutual support – saling dukung antara pemerintah daerah dan civil society yang lebih baik ke depan, perlu dirancang suatu visi yang lebih holistik untuk membangun kota dan masyarakat yang kreatif dan inovatif.  Beberapa hal yang perlu dipersiapkan adalah: 

· Memformulasi policy platform dan peraturan daerah untuk mendorong inovasi dan partisipasi dalam tata kepemerintahan lokal 

· Memperkenalkan dan menanamkan kultur enterpreneurial dan inovasi  dalam tubuh birokrasi, politisi maupun komunitas 
· Memperkenalkan model kepemimpinan partisipatoris di tingkat kota maupun di tingkat komunitas 
Dalam implementasinya, dapat dijajagi kelayakan untuk membentuk Pusat Inkubasi Inovasi dan Partisipasi (Innovation and Participation Park) dengan melibatkan civil society termasuk akademisi, media dan organisasi komunitas. Pusat Inkubasi ini akan menyediakan pelayanan, menawarkan program pelatihan, kursus-kursus, mengembangkan metode dan toolkit untuk mendorong perkembangan praktek-praktek inovatif dan partisipatif di tingkat kota maupun di tingkat komunitas, menyediakan keahlian dan pengalaman dari daerah maupun negara lainnya untuk dikembangkan dan dimodifikasi lebih lanjut sesuai dengan situasi di Kota Solo. 
Untuk mendorong kreativitas dan partisipasi warga, beberapa program dan proyek pemerintah bisa diciptakan. Contohnya adalah dengan menyediakan innovative grant.  Grant ini diberikan untuk mendorong inovasi dalam memecahkan masalah lokal.  
Kesimpulan 

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Solo, baik dari unsur pemerintah maupun civil society, hendaknya memahami kekuatan dan kelemahannya untuk mengoptimalkan potensi daerah yang telah dimilikinya. Seperti telah didiskusikan di atas, ada beberapa kekuatan yang ditemui di Kota Solo, seperti kemampuan membangun partnerships. Bukan tidak mungkin partnerships ini ke depan akan menghasilkan beberapa agenda reformasi sosial yang diformulasikan melalui konsultasi publik yang luas dengan melibatkan berbagai kelompok-kelompok sektoral seperti yang sudah diinisiasi selama ini. Tetapi untuk niat ini menjadi teroperasionalisasikan dan sukses dibutuhkan penguatan-penguatan dan  peningkatkan kapasitas civil society . Namun upaya penguatan diri dari civil society ini perlu dilengkapi dengan evaluasi yang menerus dan perbaikan dalam struktur dan mekanisme pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan di tingkat kota sekaligus kesiapan eksekutif maupun legislatif untuk membangun relasi yang sehat dengan civil society. Untuk memaksimalkan pengaruhnya, civil society di Kota Solo perlu mengatasi masalah fragmentasi dalam dirinya, meningkatan kualitas kepemimpinannya, memperluas basis konstituennya, dan mempertahankan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Melalui itu semua, kebijakan publik akan dapat dirancang menjadi lebih berorientasi kepada rakyat. 
(((((((((
� Bahan disampaikan pada Semiloka “Reformasi Kebijakan Pelayanan Publik”, Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta-KOMPIP-MAP Unisri, Balai Tawangarum, Solo, 24 Juli 2006. 


�   Saat ini sedang mendampingi beberapa Pemerintah daerah untuk melakukan reformasi pelayanan publik. 
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